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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

 NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA 
 DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA 
 DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi laporan 
pertanggungjawaban  pelaksanaan  kerjasama 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga 
Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri, perlu diatur laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama oleh 
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba 
Lainnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja 
Sama Departemen  Dalam Negeri dan Pemerintah 
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Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan 
Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan 
Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1985  tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

2. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4761); 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212); 
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